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PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

2

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku
Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarz
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korup:
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembare
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub!
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuang:
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal (Lembars:
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tel:
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d:
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembar:
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
4747);
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Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan {
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik
Nomor 5324);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Per
Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49,
Lembaran Negara Nomor 2640);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W.
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penye
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kimulatif Defisi
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirr
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negarz
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubal
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(
47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negar:
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar
Republik Indon Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah revisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 / PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 / PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun
Anggaran 2011 serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil BPHTB Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.07/2012 Tentang Prakiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Tahun 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2011 Tentang Prakiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Pertambangan Umum Tahun 2012;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Kabupaten / Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri A );
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Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan RPIPD Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun 2005 — 2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 -2013 ( Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 13 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
Dewan Kabupaten Maluku Tenggara;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis lainnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2012 Nomor 15 Seri A.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

iy Pendapatan
a. Semula Rp 418.182.249.912,02
b.  Bertambah Rp 18.613.772.984.08
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 436.559.542.896,1(
2. Belanja
a. Semula Rp 472.768.511.058,02
b.  bertambah Rp 20.057.966.101,96
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 492.826.477.159,9
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp ( 56.266.934.263,8
3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1). Semula Rp 58.882.375.151,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp  (2.615.440.887,12)




MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

iy Pendapatan
a. Semula Rp 418.182.249.912,02
b.  Bertambah Rp 18.613.772.984.08
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 436.559.542.896,1(
2. Belanja
a. Semula Rp 472.768.511.058,02
b.  bertambah Rp 20.057.966.101,96
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 492.826.477.159,9
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp ( 56.266.934.263,8
3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1). Semula Rp 58.882.375.151,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp  (2.615.440.887,12)




Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 56.266.934.263,88

b.  Pengeluaran

1). Semula Rp 4,296.114.005,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp (4.296.114.005,00 )
Rp 0,0
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp 0,0(
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp
Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini



Pasal 4

un Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
tlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Langgur
Pada Tanggal // Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

" PETRUS BERUATWARIN

DAERAH NOMOR 13 KABUPATEN MALUKU TENGGARA



